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ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 
Pemerintah, perlu menyusun pembangunan rencana kerja/aksi yang terukur dan 
memiliki target yang jelas . 

 
dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2008; 
UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana 
telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 
sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; Permenpan RB 
No.9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 
dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 
2025; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021. 

 
dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2026. 

 

 
CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026. 

Lampiran 24 hlm 


